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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Bermula dari perkawinan sirri yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan
calon istrinya. Ketika calon istri anak pemohon hamil lima bulan, Pemohon
selaku orang tua dari anak Pemohon mengajukan permohonan kehendak
nikah antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah
(PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang
diajukan oleh Pemohon atas anaknya karena usia anak Pemohon belum
mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Alasan utama yang
diajukan dalam pengajuan dispensasi nikah adalah agar ;idak kesulitan untuk
rﬁendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak. Majelis
hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah mereka dengan
menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (¢) Kompilasi Hukum
Islam. Menurut aturan perundangan ini, bahwa isbat nikah yang dapat

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan
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mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. | Tahun

1974.

2. Berdasarkan analisis yuridis, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama

Kraksaan kurang tcpat. Nikah sirri bisa mengacaukan proses-proses hukum
yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang
dilahirkannya. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan yang mereka lakukan
tergolong masih di bawah umur haruslah ada dispensasi nikah dari
Pengadilan. Tidak cukup dengan melakukan isbat nikah. Jadi, menurut
penulis proscs pencatatan nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur
adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan

isbat nikah sccara kumulasi.

B. Saran

Dengan sclesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis

memberikan saran:

1.

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih cermat dalam
menggunakan undang-undang. Hal ini dilakukan agar kepentingan dan
kemaslahatan pihak-pihak terkait dapat terjamin scpenuhnya.

Bagi masyarakat awam, dalam mengajukan gugatan atau permohonan
hendaknya memanfaatkan jasa bantuan hukum yang telah disediakan

Pengadilan, agar iebih terarah dalam penyelesaian perkara tersebut.



